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11. Pe:ratu:ra:rt Presit:ieTL .. · · · · • · · • · · · · · · • 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten.tang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran egara 
Republik Indenesia Tahun 1999 Nomor 140, Taroheban 
Lembaran Negara Republik Indonesia omor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang- ndang 
Nemer 20 Tahun 2001 (Lemba.ran egara R-epublik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambabao Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 
sebagaimaoa telah diubah beberapa k:ali, tera.khir deogao 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentsng 
Perubabso Kedua atas Undang-Undang omor 30 ah 
2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Korupsi (Lembaran egara Republik malOIM~ 
2019 Nomor 197, Tamhsban Lembaran 
Indonesia omor 6409}; 

5. Undang-Und.ang omor 12 
Pembentukan Peratu:ran 
(Lembaran egara Republik Inaonema 
82, Tamheban Lembaran egara 
Nomor 5234); 

6. Undang-Undsng omor 5 ahun 
Sipil egara (Lembaran ega.ra ~,.., ...... .IUA. ln<l~~ .. a....,............, 
2014 omor 6, Tsmbaban Lembaran 
Indonesia omor 5494 ; 

7. Undang-Undang iemer 23 ah 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Indonesia Tahun 20 22 
Negara Republik 
telah diubah beberapa. kali, terakhir 
Undang omor 9 Tahun 20 5 tentang 
Atas Undang-Undang 23 ah 
Pcmerintabso Daerah (Lembaran .,~ ......... 
Indonesia Tabun 2015 ~ 58 
Negara Republik 56 9 

8. Peratu:ran Peme.rintah ah 
Pedoman Pembina.an dan 
Daerah (Lembaran egara 
2005 omor 165, Tsrobaban Lembaran .......,~ zu;:i~.&J.A 

Indonesia omar 4593 ; 
9. Peratu:ran Pemerintah 

Sistem Pengendalian 
Negara Repuhlik Indenesia 
Tarnbaban Lembaran 
4890}; 

10. Peratu:ran Pemerintah NOinor 
Disiplin Pegawai egeri . 
Indonesia Tahun 2010 noi:nor 

Negara Republik Indonesia ··~~ 

-2- 



Pual 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak:sud oengan; 
1. Daerah adalab Kabupaten Batang Harl; 
2. Pemerintah Daerah adaJab Kepa1a Daerah 

penyelenggara Pemc:rint:aban Daerah 
pe)ak:sanaan urusan pcmerintahan yang IDC:OJ8illl .klewe:na.:C2SLn 
daerah otonom; 

3. Bupati ada]ab Bupati Bat:ang Harl; 
4. Sekretaris Daerah adaJab Sekretaris 

Harl; 
5. Pejabat/Pegawai Kabupaten Barang Harl _ 

disebut Pejabat/Pegawai adaJah Bupe.ti Banrog 
Bupati Batang Harl, Aparatur s· ~ --~ ... - 
Negara, Dewan Pengawa.s B t::11..,,,--. 
BUMD, Pega.wai yang bckerja ~· 
Kabupaten Batang Harl; 

6. Komisi Pembcrantasan yang 9Cl,imJ1 
adalah lembaga negara yang · aeiigan 
wewenang meJakukan pemberanta.san u.ua.-. _.--...-.. 

yang chbentuk berda.sarltan dang- 
2002 tentang Komisi Pembcrantasan -r.- .. - ... 

7. Organisasi Perangkat Daerah, yang se.limJ\~fS ,amn:tgB:Jn 
unsur pembanh.l Bupati dan Dewan ""---""' 
Kabupe..ten dalam penyelenggaraan uru.san ,pei:ner1..0.tan.sLD 
raenjadi keweoaagao Daerah Kabupe..ten; 

KJ:IM hJAll UJIUII 
BABl 

Menetapka.n 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 8 tentang 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita .. ega:ra 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur egara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wi1ayah 
Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani di Lingkungan Kemente:rian/1.nnbaga dan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1813); 

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi omor 2 
Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita egara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14-38 ; 

2. Surat Edaran Menteri Dalam ege:ri 
061 /7737 /SJ tanggal 30 Desember 20 
Pembenti 1kan Unit Pengendalian Grati:fika si 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

MEMlmJSXAN : 

PERATURAN BUPATI G PEDO 
GRATIFIKASl DILINGKUNGAN ~~ .... 
BATANG HARI. 

Memperhatikan 
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18. PenyelenggaTa ega:ra. ... · · · · · · · .: · - · · 

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingka 
BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirik:an 
oleh Pemeriatah Daerah Kabupaten Batang Harl, dapat 
berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terba.ta.s; 

9. Inspektorat adalah OPD Kabupaten Batang Harl yang 
merupakan unsur pengawa.s penyelcngga.raan pemerintaban 
daerah; 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPI'D 
ada)ab Unsur pelaksana tugas tekois daerah pada Dinas dan 
Badan; . 

11. Grati.tikasi adalah pemberian da)arn arti luas, yakni uang, 
barang, rabat {discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengo betsn 
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di daJarn 
negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan 
menggunakan saran.a elektronik a.tau t.anpa saran.a eJekttonik. 

12. PengendaUan Gratifikasi sdalsb suatu si.stem yang · 
untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi aecara transparan 
dan akuntabel melalui scraogkaian kegiata:n yang menbatk:an 
partisipasi aktif bedsn pemerintaban, cbm:ia usaba dan 
masyarakat untuk membentuk linglorngan 
gra tifikasi 

13. Unit Pengendalian Gratiflkasi Ka.bupeten 
sclanjutnya disingkst UPG adalab 
bertanggungjawab untuk menjalankan 
gra t:i:fika si d.ilingkungan Pemerintah Ka.l::R..I:i:18.U:n ..,-...,I.I.lo& 

14. Pemberi sdaJab para pibak bsik persemsngan,Sdl:tJolDJl:,ak l'"ll'"S:lrT'\-0' 

badan hukum atau lembega yang memberikan -rifil, 
penerima gratifikasi 

15. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalab 
ditetapkan oleh KPK dalam eiek:tr'OllJllt 
elektronik untuk melaporlcan Pcncrirnaan 

16. Pclapor Grati:fikasi yang sclanjutnya disc 
Penyelenggsra Negara/Pegawai egeri yang IDCDC:rIID.il/ rr.x:aomx 
gratiffkasi yang menyampeilcan porsn ~l&Cl:a 
UPG. 

17. Pegawai Negeri ada)ab ~ ......... , ........ 
a. pegawai negeri sebegairnana 

Undang tentang Kepegawaian da:n/ ats.U 
tentang Aparatur Sipil ega.ra; 

b. pegawai negeri scbagairnana ...... ·~-- ,~c:u..u ~.....,., vLA.~.. 
Undang Hukum Pidsns; 

c. orang yang menerima gaji atau dari KetJa.Il.28,n 
atau daerah; 

d. orang yang menerima gaji a.tau upeh dari -~ km't)Ol'~ 
yang menerima bantuan dari keuangan negara. 
ata.u; 

e. orang yang menerima gaji ata.u upe.b dari ln"rr"l"W"'l:l""J:11~ 

mempergunakan modal atau · 
masyarakat. 
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a. terkait den.garl. ...............•.. -~ 

{ 1) Peraturan Bupati ini dunaksudkan un 
kepada Pejabat/Pegawai. da)a:m memabami, IDC:I..1.K'CI..:il.1:1...l.:~.ll 

mengelola Gratifikasi di lingkungBn 
Batang Harl. 

(2) Peraturan Bupe.ti ini bertujuan: 
a. meningkatkan pengetahuan dan pemabaman ~:a.ua.,_, 

tentang gratiflkasi; 
b. meningkatkan kepawban 

ketentuan gratifikasi; 
c. mencipt.akan lingkungan 

transparan dan akuntabcl di .LL.I • .l,flr,A~~ 

d. membangun integritas ~- ::u.JCI.J,./ 

bebas dari korupsi, ko 
e. meningkatkan krechoilita.s dan kepcrcayaan 

penyelenggara.an layanan di Pemerintah 
Bep,, Kedaa 
PrbwtpDuu 

Pual3 
(1} Setiap Pejaba.t/Pegawai wajib menoZek grarifikasi 

sejak awal berbubungan denga.n · . ~· 
dengan kcwajiban atau tugasnya, 
cl.iteruna: 

BABU 
IUKIAJD,TOJUAJI, D 

tertentu. 

18. Penyelenggara Negara ad a Jab Pejabat egara yang men· aJankan 
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan peja.bat lain yang 
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

19. Konflik kepentingan adaJab kondisi dari Pejabat/Pegawai yang 
patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan da:pe.t 
mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya seca.ra 
tidak patut. 

20. Kedinasan adalab seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai 
da]am pelaksanaan tu.gas, fungsi dan jabatannya. 

21. Berlaku umum ada]ab suatu kondisi bentuk pemberian yang 
diberlakukan sama daJam hal jenis, bentuk, persyaratan ata 
nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.. 

22. Rekan kerja adaJab ~ma pegawai di lingkungan internal 
instansi di mans terdapat interaksi 1angsung terkait ~u..ucLOCLJ~ 

23. Kurs Tengah Bank Indonesia adaJab nilai tukar valuta c:LiOWoUfi!i, 

dengan mat.a uang Rupiah yang didapatlam dari rata.-ra.ta 
jual dan kurs bell {KlUS Tengah = ~ pa.da hari 2 
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b. ~-------- 

BABm 
PBLAPORAJI DAJI P&&BIAPAJI STA' 

Bapu, Keuh 
Pelapona 

Paal4 
( 1) Pegawai egeri atau Penye1enggara. Negara. 

penerimaan dan/ atau penoJakan Gratifikasi ams pc:nb::nan 
berhubungan dengan jabatan dan mra:rlben 
at.au tuga.snya. 

(2) Pelaporan Gratifikasi sebagairoana 
clikecu.alikan terhadap jcnia Gratifikasi sebegai 
a pemberian daJam kcluaiga · 

bapak/ibu/~ suami/. 
angkat/wali yang sah, 
kakak/ adik/ ipar, sepupu dan kepo, takB:n, 9C'C)8I]:j&Iltg 
terdapa.t konflik kepentinga.n; 

a terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar 
penerimaan yang sah; 

b. terkait dengan tugas da]am proses penyusunan a.nggara.n 
diluar penerimaan yang sah; 

c. terkait dengan tugas da]am proses pemeriksaan., audit, 
monitoring dan eva1uasi diluar penerimaan yang sah; 

d. terkait dengan pelaksaoaan perjaJanan dinas diluar 
penerirnaao yang sah/resm.i dari Pemerintah Kabupar.cn 
Batang Hari; 

e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pega.wai; 
f. dslsm proses komunikasi, negosiasi. dan pe]sksanaao k:egiatan 

dengan pihak lain terkait dengan pe]aksanaan tuga.s dan 
keweoangannya; 

g. sebagai akibat dari perjanjian kerja.sama/ 
kesepakatan dengan pihak lain; 

h, scbagai wigkapan terima kasih sebclum, selama a.tau set:cialh 
proses pengadaan barang dan ja.sa; 

L merupakan badiab atau bagi 
pegawai/ pengawas/tamu selama kunjungan ....... -~...., 

j. merupakao fasilitas entertainment, 
oleh Pejabat/Pegawai daJarn kegiat:an yang 
pelaksanaan tugas dan kewa:'ibe:n:nya 
gratifikasi yang tidak re1ew.n dengan penugasan _ 

k. da)aro rangka mrm.pengaruhi kebijakan -:~ ....... -.... 
pemangku kewenangan; 

L dalam pelaksanaao pekerjaan yang tencan Oe!lOn jcl.ba:tan 
bertentangan dengan kewajiban rugas 

(2) Setiap Pejaba.t/Pegawai dilarang mcmberilam 
Pegawai egeri atau Penyelenggara. 
berhubungan dengan jabatan dan 
atau tuga.snya. 
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o. Pe:rnlJe:ria;;r sesa:,na............ -- 

b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investa.Si ata1 
kepemilikan saham pnbadi yang berlaku umum; 

c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi 
yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum; 

d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada pese.rta 
dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, rkshop, 
konferensi, pelatihao, atau kegiatan sejenis, yang berlaku 
um.um; 

e. hadiah tidak da]am bentuk uang atau alat tukar 1ainnya., yang 
dirnaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang 
menggunakan logo atau pesan sosislisssi, sepanjang tidak 
memiliki konfiik kepentingan dan berlaku umum; 

f. hadish, apresiasi atau pengbargaan dari ~ 
perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya ~UJI] 

dan tidak terkait dengan kedinssan; 
g. penghargaan baik berupa uang atau 

kaitannya dengan peningkatan prestasi 
oleh pemerintah sesuai dengan 
undangan yang berlaku; 

h, hadiab langsung/undisn, /rabat, 
rewards, a.tau suvenir yang beriaku .......... ~ 
kedinasan; 

i. kompensasi atau honor a.ta.s T'WT'lf-, ~~ ~DSl:an tccc:tma.sal:D 
yang tidak terkait deogan tugu clan ke,V&JJLD&:lCl., 9e"pe[Il}lmg 
tidak terdapat kon O,'k kepcntt' ngan 
peraturan/kode etik pegawai/pejabe.t • 

j. kompensasi yang d.iterima te:rkait kegianm ......... ~ ............. ,.-~ 
honorarium, tra.nsportasi, ak1:>11ooasi dan 
telah d:itetspkao daJsm standsr · yang ---- 
penerima Gratiflka si sepa.njang tidak te['lda:J:,at. 
ganda, tidak terdapa.t konflik benturan i(e,:IC!'llm;RJ[n. 
meJanggar ketentuan yang berlaku · n· l.StBDJli peo:::rttoa; 

k, karangan bunga sebagai llC8pml yang 
seperti pertunangan, ~ .l!CeiBLC.Inm 
akikah, baptis, kbitansn, 
adat/ agarna 1ainnya., pisah -· - 

L pcmberian terkait deogan 
kelahiran, aJn1rab, baptis khitanan, po 
adat/agama 1ainnya dengan berasan 
Rpl.000.000,00 {satujuta . 

m. pcmberian terkait dengao nrusaoan 
oleh diri pene:rima Gra ti 6ka si, .::,.U.l:Ll.,L,l"' 

mertua, dan/atau rnenantu ~~"TTUI 

tidak terdapat kcmflik kepenringan, dan Im2D!l~Ihi Ee,IRIJB:!111:I: 

atau kepatutan; 
n. pcmberian sesarna reka.n kerja dalarn 

pensiun, mutasi jabs ran, ataU u1ang - ~-- 
bentuk uang atau slat tukar lainnya ....-..~ 
Rp300.000,00 (tiga ratu.s .............. · ........, senBP penl..be.::mn 
orang, dengan total pembcrian · 
(sa.tu juta rupiah) dalaro 
same, sepanjang tidak terdapa.t ~ ........... .- kCP':nn~an; 
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Paa.16 
( 1) PeJaporan Gratifika si sebegairnaoa ~ucu~- .... IUCU~ 

( 1) cli1akukan dengan cara.: 
a. ctisampaikan kepada KPK paling lamber 

kerja sejak Gratifika si ditcrima · atau 
b. disampeilran kepada. KPK · UPG ......u. .......... JS!Jgv.::a 

paling lama 10 ( hari G.nu:mlka:!li 
diterima/ dito.lak. 

(2) UPG sebagairnaoa dimaksud pada ayat 
mcnernskan laporan Gratifilra si kepeda 
lama 10 (sepuluh) hari kerja. sejak w,gga 
diterima. 

(3) Lapora.n Gratitikasi sebaga irns oa 
lengkap apabila sekurang-kurangnya me::in~tt: 
a. identitas Pelapor berupa. Kc1pc::r::1ttUlll:1UJC8J1., ;u,a...u;a... 

aJamst lengkap, dan -- te.M~n; 
b. informa.si pemberi Gratifika si; 
c. jabatan Pelapor Gratifikasi; 
d. tempat dan waktu penerimaan 
e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima./ .......... -...., 
f. ni1ai Gratifikasi yang diterima. 0:0llW.a.£; 

g. kronologis peristiwa penerimaan /pe:[ll(liA..lal.Il Gra.afill:am; 
h. bukti, dokumcn, ata.u data -- 

Gratitiks si 
(4) Laporan sebagairoana dimaksud pada • 

bentuk tertulis, surat atB.U apllka.S ,1:111~~ de:cai!llll 

(SJ Mekt:uriszne. ••.••...••••.•.•• 

o. pemberian sesame rekan kerja yang tidak deism bcntuk uang 
atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinssan peding 
banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 
pemberian per orang, dengan total pemberisn tidak mele · 
Rp 1.000.000,00 {satu juta rupiah) dslsrn 1 (satu} tahun dari 
pemberi yang same; 

p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; 
dan 

q. pemberian cendera mats./ plakat kepad.a instan.si dalam 
rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, balk di dalarn 
negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberik:an unruk 
individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. 

(3) DalaJn hal Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dspa1: 
ditolak sehagaimsos dimaksud deism ayat (l} berupa makaoan 
clan/ atau IIrinuman yang rm>dsb bu.suk atau · 
gratifikasi wajib menyampaikannya kepada 
selanjutnya disah.ll'kan sebagai bantuan ~....u.. 

Pual5 
(1) Dalam hal penerimaan gratlfikasi sebagairnana dir UA.I~- \.Aoi::u.a..11.U. 

pasal 5, bukan da}am bentuk uang, penerimaan 
dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian. 

(2) Dalmn hal pcneri:maan sebagaima:oa dimaksud ,........,~ 
dalarn bentuk valuta asi:ng. penerimaan ,<ll.tIJtttna 
bcrda.sarkan K.urs Tengab aluta Bank lll£l0t!kesa 
penerimssn 
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( 1) Dalam ran gka rnela ksa:oa kan program t)C!:12':0t:l.il.!Ja.:l IZ!~tfficas 
chbentuk UPG 

S.11111.a Orp•I sf 
Pasal 8 

(1) Penetapan status kepemilikan Gratiflkasi ditetapkan KPK 
berupa: 
a. Grati6kasi milik penerima; atau 
b. Gratifikasi milik Negara. 

(2) Terhadap Grati6kasi yang telab ditetapkan berstatus milik negara, 
UPG menindakJanjuti dengan hal-hal sebagai be:rik:ut 
a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan 

uang dan/ atau barang, maka UPG berkoard:ina.si kcpada 
agar uang dan/ atau barang tersebut disalurkan . Clell;28Jl 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. apabila pelaporan Gratifikssi tidak disertai ~~~ "'~_..,. 
uang dan/ atau barang. maka pc1apor 
Gratifikasi secara la.ngsung kcpada KPK atau --·- 

c. penyerahan Grati:fikasi sebegaimana ..... ·LU.W~~ 

sepenuhnya merupakao 
disampeikan paling lambe.t 
Surat Keputusan Penetapan 
pclapor. 

(3) Terhadap Gratifika si yang tela.h 
penertma, UPG mc:nindakla:ojuti ~~..u ..u..a.r-iu.a...i setlQRl!ll '.,,_..,. ... ~ 
a. apabila pelaporan telah discrta.i 

dan / atau barang. rnaka UPG beria:xxrcl:ltna..s:t ""'""--t';,a...., pct.a;,cr 
untuk da.pat rnengarnhil kemalli 
kantor UPG atau kantor KPK C1e11$?8n .u..a;;;u.~"- 
Keputusan Penetspan Kepe, j ,ihlcan 

b. apabila pclaporan tidak 
dan I atau barang. maka UPG Tn#''T'r."O'l:n·'l"'rT"Ol::it 

periha1 Stanis kepemib'Jam Gratiflka si 
barang tersebut dapa ciiman faatkan 

(4) Apabila uang dan/ atau barang sebegairnans w0L.l.1KI.~-... 

(3) huruf a tidak diam o 
lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi m·tea~m 
objek Gratiflka si diserahkan K:.e1JaC1lB. 
publik sete1ah cliinformasikan Ket)aa.a ~4,,'U,I, 

(5) Terhadap Grati:fikasi yang 
berkoordinasi dcngan KPK. 

BAB IV 

(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada aym ) 
dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK. 

Baglau Kedua 
Peaetapan Stama Gftttfflrpsf 

Pual7 
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Pasal 

Paal9 
(l} Untuk menja)ankan fungsi koordinasi pela:panm grarifikasi :rw;;;,......a 

UPG atas name Bupati Batang Harl memint.a 
pegawai pe.da OPD di Jmglomgan Pemerintah ~-+--.......~ .BetJ!lll& 
Harl yang akan bertugas meJalo ikan 
dan/ atau melaporkan kegiatan dan yang oe:rmal.lCB.m m:-amtikasi 
OPD rnasing-rnasing. 

(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Btxpeti 

Bep•Kedllll 
Weweaancdaa UPG 

Pual 10 
UPG mempunyai tugas berupa.: 
a. menerima, mengaoalisis, dan 

penerimaao Gratifikasi dari Pt;gawai 
Negara, atau pejabat pub 1ainnya; 

b. menerima dan mengadminist:rasflam 
Gratifikasi, daJam hal Pegawai egcri, PCI:iye:ciaara Nes2ma 
pejabat publik lainnya melaporlam pa¥Wua1n i1'1Ui:tilam; 

c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi tte,:,aciaKomisi; 
d. melaporkan rekapitulasi 1apora:n pet1~nascn 

Gratifika si secara pcriodik kepada n.vl~- 

e. menyampaikan hasi1 pc:n~Jolaan 1aporan 
penoJakao Gratifikasi dan etJ1·12· Lkan 
Gratifikasi kepada pi:mpinaD instansi msl.S[Iig-1cnasmg; 

f. melakukan sosiaHsasi ketentuan Gratiflkasi !Cr:l::&Cla .,. ........ .- ·II1ternat 
dan ekstemal instansi pemerintaban, hedan umma. 
dan badao 11saba milik daerah; 

g. melalmkan pemeliharaan barang Graltmlicma 98%1:rpm dellpn ·-=wl~ 

penetapan status bm ang ta aebut; dan 
h. melakukan pemanhrnan dan 

Gratifikasi 

(2) Susunan keanggotaan UPG sehagaimana dimaksud pada ayat ( ), 
terdiri dari: 
Pembina : Bupati Batang Harl 
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Harl 
Ketua : lnspektur Daerah Kabupaten Batang Harl 
Sekretaris: Sekretaris lnspektorat Daerah Kabupaten Batsog H.ari 
Anggota : Inspektur Pembantu ~ Atiditnr, Pejaba.t 

Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD 
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Harl, 
clan Pejabat Eselon ill{IV di setiap 
OPD/Bagian/UPID 

(3) Uotuk membantu peJaksaoasn tuga.s UPG dibentuk Se.kretariat 
UPG yang dipimpin oleh sckretaris UPG. 

(4) Susunan Kcnggotaan UPG ciao Sekretariat UPG sebagaimana 
clirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Kes:JUtlwsa:n 
Bupati 

-10- 



BAB Vl. HAK DAN P 

.Paaal 12 
Ketentuan lebih lanjut mengen.ai Tata cara pelak:sanaan wewe:ilB..Ita: 
kewajiban UPG ditetapka.n daJarn petunjuk teknis I.nspektur 
Kabupaten Ba.tang Harl selaku ketua. UPG. 

BABV 
PBIIGA'w 4:11-.a 

Pual 13 
( 1} Pejabat/ pegawai atau pibak ketiga. yang 

pelanggaran terhadap Peraruran Bupati 
melaporkan kepada UPG secara laD.2Sl:ID.2 
Sekretariat UPG. 

(2) Pejaba.t/pegawai atau pihak ketiga yang ..........,K4"...,. 
dimak:sud pada ayat { 1 dijami:n 

Pual 14 
(1) Kepala OPD bert.anggungj.awab atas pelak:sanaan~ p CD.li~oa.J:m.n 

gratifika si di OPD /UPID. 
(2) Inspekrur Daerab Kabupa.ten Baraog Harl berm:nggl 

pengawasan peJaksanaan pengendalian gn:Ltifilk:a:si 
Pernerintah Kabupaten Batang Harl. 

{3} Inspektur Daerah Kabuparen Banmg 
penga.wa.san sebagaimao a d:im.ak:sud 

Pual 15 
( 1) Selurub Pegawai egeri s· 

Kabupaten Batang Harl 
penolakan, penerimaao dan/ am: 
periodik. 

(2) Surat Pemyataan dibua.t setidak- . . 
setahun pada akhir bu1an J · dan 
tahun. 

(3) Surat pc1 nyst:aan disampaika:o kepa.da 
(4) Format surat pernyataan seba:gaimana .............. • ....-....--- .,...-= 

tercantum pada 1ampiran yang 
terpi.sahkan dari Peratunm inL 

(5) Untuk pertama kali kewajiban 
sebagaimans d.imaksud pad.a ayat 
OPD yang menjalankan fungsi pelayana:n j,J .............. 

(6) Pengawa.san kepatnhan atas • 
pada ayat (1) dilaksanak:ao ms'OCJ!~ 
Batang Hari. 

-11- 

Pual 11 
Terhadap grati.fikasi yang ditetapkan KPK dikelola o eh Pemerintah 
Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomenda.si 
KPK yang meliputi: 
a. dimanfaatkan oleb Pemerintah Daerah untuk keperluan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan/ ata.u 
b. disumbangkao .kepada yayasan sosia1 atau lembaga sosia.1 

lainnya; 
c. dikembaliksn kepada pemberi gratifikasi; 
d. clikembaHJcao kepada penerima gratifikasi; ata.u 
e. dimusnabkao. 



BAB \!lI. &NKSL H ••••• 

( 1) Pejabat/ Pcga.wai yang roernaoibi 
gratifikasi dapat diperhitungkan me:m,iidl ....._ ........... pc[:JaDlDll.n ...... ..._ ..... 

penilaian kinerja. 
(2) Penilaian kinerja sebagaimana 

dijad:Hran pet timha:n:gan dsiarn itei~LJcan t:11~10S1 oes!IIW&1 
insentif. 

(3) PeJaksanaan penuaian kinerja sebega:imana .... · ........ ..........,No.DJ. 
{1) dan ayat t2) dilaksanak:an sesuai 
mengatur penilaiao kinerja dan 
berlaku. 

Perlinduogao sebagaimaoa dimaksud daJarn Pasal 16 huruf c terdiri 
dari: 
(1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan 

yaitu: 
a. perlindungan dari tindakan beJassn atau perlakuan yang 

bersifat ad.ministra.tif kepegawaian yang tidak O • • dan 
_merugikan pelapor, namun tidak terbata:s pada pcnunman 
peringkat jabatan, penurunan pernlaisn · · pcgawai. 
usu1an pemindaban tugas/murasi ar.a.u hambatan karir 
lainnya; 

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalarn 
inti:m:idasi atau ancaman fi.sik; 

c. bantuan hukum sesuai dengan etenruaI1 _ 
lingkungan Pemerintah Daerah; 

d. kerahasiaan identitas. 
(2) Setiap Pejabat pada Pcmcrintah Dae:t ah 

perlindungan terbadap PejabaJ Pega: 
laporan gratifikasi sebagaima:na di:maksud 

(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah 
perlakuan diskriminatif a.tau tindakan 
Pejabat/ Pegawai karena melapcnkan gratifikasi 

(4) Dalam hal terdapat ancaman den ata: 
Pejabat/ Pegawai karena me.lap?rlam 2Ic1Lti:filca.l!io:i., 
dapat mem:inta periindungan epeda 
berwenang berda.sarkan peraruran 
berlaku. 

{S) Pelapor menyampe.ikan permohonan secara tert:ulis Eepaaa ~:JRil 
melalui Ketua UPG dengan clitemhuskan k:.et:ed.a 

Pua! 18 

BAB VJ 
RAK DAii PBRLDIDUllGAII 

Pual 16 

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk: 
a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam 

pelaporan Gratifikasi; 
b. memperoleh informasi perkembangao la.poran Gratifik:asi; dan 
c. memperoleh perlindungan. 

Pual 17 
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R. . WARMANSYAH 
BERIT-A DAERAH KABUPATEN BAT G HAR! 
TAHUN 2021 NO OR 

BAT GHARI 

Diundangkan di : Muara B · an 
Pada tanggal April 202 ... 
SEKRETARIS DAERAH KABUPA 

J.:e:.E...p~ ,..·. 
?aC.E. tan 5.5a.:. : 

Peraturan Bupati ini rnulai berlak pana taz 55.,_ 
Agar setiap orang mengetan · ya. rnernermtaakan 
Peraturan Bupati ini de 
Kabupaten Batang Hari. 

Pada saat 
Batang Hari 1 • omor 22 tan 
Gratifikasi di Lingkungan Pernerintah Kabupa: .... ..i 
Daerah Kabupaten Batang Har= ah 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pa.sal 22 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraruran 3 pa 
dibebankan pada Anggaran Pendapata.n dan Belania Daerah. 

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat 'Pegawai teri adap 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sa,:es= 
sesuai dengan ketentuan peraru.ran perundang-undangan, 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 20 

BABVIl 
SANKS I 
Pasa119 
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NIP . 
Nam.a. . 

...... e-r pa 1"" - a!:!. a.... 

_ .. ar:g - - 0-::::- _a 
Mengetahui, 

Kepala OPD/Uni- Ke ia 

Demikian surat pernyataan ini dipe buat de. zan .-.., .......... ~ 
paksaan dari pihak manap 

Unit Kerja 

Dengan ini menyatakan bah ·a : 
1. Saya tidak akan menerima ata memberi gratifika · yang ber 

jabatan saya dan berlawanan dengan -e·.·.~_: 
2. Apabila saya menerima grarifikasi yang di 

dalam peraturan Bupati Batang Hari. :naka sa_ d. bersedia - ... - . 
terse but kepada KPK melalui - ·ru Penge 
Kabupaten Batang Hari. 

Jabatan 

Pang.kat/ Golongan 

NIP 

Nama 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 

Formulir Surat Pernyataan : 

Lampiran I 
PERATURA! BUPAil Bn.':'Al G H.~ 
NOMOR TAHU. 202_ 
TENTANG : PEDOMAl. PE. 'GE.m .• ~ 
GRATIFIKASI or LINGK . TGA.: PE. 2iw AH 
KABUPATE BATAJ. G HARI 


